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6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 1 tentang Guru
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tak Nomor 194,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun '
Negara Republik

dan Penyelenggaraan Pendidikan (
Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5150) Tnma telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007
Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah
Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah,
dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010
tentang  Standar Pelayanan  Minimal Pendidikan  di
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal
Pendidikan di Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar
Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan
Bahasa Arab di Madrasah;

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas
Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206)
scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama
Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan
Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

Memperhatikan 1. Nota Dinas Pertimbangan dari Kepala Bidang Pendidikan
Madrasah Nomor: 34 Tanggal 2 Juli 2015;

2. Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama

KABUPATEN KUBU RAYA Nomor: Kd.14.13/2/PP.00/

/2 Tanggal 1 Juli 2015;
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KEDUA

Setelah jangka waktu 4
tahun, Kepala rasah
bersangkutan wajib: e e

4. menyampaikan laporan perkembangan madrasah kepada
Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling
sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan
kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana
prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik
dan tenaga kependidikan; dan/atau

b. mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi
sckolah/madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud
dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar
pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau
hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b
mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional
sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tetap berlaku.

KEEMPAT : Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud
dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar
pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau
hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b
tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional
sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dicabut.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 26 Oktober 2015

A.N. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PALA KANTOR WILAYAH
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IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

S ——

Namg Madrasah

——
MTS. AL-MUHAJIRIN

2 |Nomor Statistik Madras:ah

— -
121261120096

3 |Alamat Madrasah
I

Penyelenggara
6 |Pengesahan Akte Notaris

Organisasi Penyelenggara

[JL.PRIMER T RT 3/RW 2 DUSUN KARVA
MULIA, JERUJU BESAR KEC. SUNGAI

|KAKAP, KAB. KUBU RAYA
4 |Nama Organisas;i Penyelenggara |LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM " IQRA”
S |Akte Notaris Organisasi

No. 4 / Muda Mahendrawan, SH r 13
|Februari 2015

12/LBG/2015/PN.MPW / 13 Februari 2015
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